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Tindak Pidana Perkebunan (Studi Kasus di Polres Langkat)
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Dengan ini saudara ditugaskan sebagai pembimbing dalam penyelesaian Proposal dan Skripsi

Saudara :
Nama : Mariono
NPM 1245114193
Jurusan/Prog.Studi  : IImu Hukum
Dengan Judul :

Penerapan Asas Due Process of Law dalam Penyidikan Tindak Pidana Perkebunan
(Studi Kasus di Polres Langkat)

Selanjutnya dipersilahkan Saudara menelaah dan menyempurnakan isi Proposal dan Skripsi
tersebut.

Khusus mengenai judul/topik Proposal dan Skripsi dapat disempurnakan selama tidak keluar
dari substansi. Bimbingan dilakukan bab per bab dan draf ditulis oleh mahasiswa.

Atas kesediaan Saudara membimbing mahasiswa kita tersebut diucapkan terima kasih.

Tembusan :
1. Mahasiwa ybs.
2. Arsip fakultas
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DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN
Judul Penelitian:
Penerapan Asas Due Process of Law dalam Penyidikan Tindak Pidana Perkebunan
(Studi Kasus di Polres Langkat)

Nama Peneliti:
Mariono

Narasumber yang disebut dalam sumber wawancara skripsi:
1. IPTU Dr. Herman F. Sinaga, S.Sos., S.H., M.H. — Penyidik Polres Langkat
2. AIPTU Hendrawan Sinulingga, S.H. — Penyidik Pembantu Polres Langkat
3. AIPDA Immanuel C. Hutauruk, S.H. — Penyidik Pembantu Polres Langkat

Lokasi Wawancara:
Polres Langkat

A. Penerapan Asas Due Process of Law dalam Tahap Penyidikan Tindak Pidana Perkebunan di Polres Langkat
1. Bagaimana penyidik menjelaskan status, dugaan tindak pidana, dan hak atas bantuan hukum kepada tersangka sebelum pemeriksaan dimulai?

Jawaban untuk dikonfirmasi (AIPDA Immanuel C. Hutauruk, S.H.): Sebelum pemeriksaan dimulai, tersangka terlebih dahulu diberitahukan mengenai statusnya, dugaan tindak pidana yang disangkakan, serta hak untuk didampingi penasihat hukum. Karena ancaman pidana dalam perkara tersebut tidak termasuk kategori yang mewajibkan penunjukan penasihat hukum oleh negara, tersangka diberi kesempatan untuk memilih apakah akan didampingi atau tidak. Apabila tersangka menyatakan bersedia diperiksa tanpa penasihat hukum, pernyataan tersebut dituangkan secara tegas dalam BAP.

2. Bagaimana teknik pemeriksaan digunakan agar tersangka memahami pertanyaan dan dapat memberikan keterangan secara bertahap?

Jawaban untuk dikonfirmasi (AIPDA Immanuel C. Hutauruk, S.H.): Pemeriksaan terhadap tersangka dilakukan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Pertanyaan tidak langsung diarahkan pada pengakuan, tetapi dimulai dari identitas, riwayat hidup, kronologi penangkapan, posisi tersangka saat diamankan, barang bukti yang ditemukan, serta ada atau tidaknya izin mengambil buah sawit. Model pemeriksaan tersebut digunakan untuk menyusun fakta secara bertahap dan tidak langsung menyimpulkan kesalahan tersangka.

3. Bagaimana prosedur pembacaan ulang dan koreksi BAP diterapkan setelah pemeriksaan selesai?

Jawaban untuk dikonfirmasi (AIPTU Hendrawan Sinulingga, S.H.): Setelah pemeriksaan selesai, BAP tidak langsung ditandatangani, tetapi dibacakan kembali kepada saksi atau tersangka. Apabila terdapat keterangan yang belum tepat, penyidik memberikan kesempatan untuk memperbaiki atau menambahkan keterangan. Cara tersebut diperlukan agar BAP benar-benar mencerminkan keterangan orang yang diperiksa, bukan semata-mata rumusan sepihak dari pemeriksa.

4. Bagaimana penyidik memastikan bahwa lokasi kejadian benar termasuk dalam areal perkebunan yang sah?

Jawaban untuk dikonfirmasi (IPTU Dr. Herman F. Sinaga, S.Sos., S.H., M.H.): Dalam perkara tindak pidana perkebunan, penyidik tidak hanya melihat perbuatan mengambil buah sawit, tetapi juga memeriksa apakah lokasi kejadian termasuk dalam areal perkebunan yang sah. Pemeriksaan dilakukan melalui keterangan pihak manajemen perkebunan dan dokumen pendukung mengenai penguasaan areal. Dengan demikian, penyidikan diarahkan untuk membuktikan unsur perkebunan secara lengkap, bukan hanya unsur pengambilan barang.

5. Bagaimana barang bukti dicocokkan dengan keterangan saksi dan tersangka dalam proses pemeriksaan?

Jawaban untuk dikonfirmasi (AIPDA Immanuel C. Hutauruk, S.H.): Barang bukti yang diamankan dari lokasi kejadian terlebih dahulu dicocokkan dengan keterangan saksi dan tersangka. Tersangka juga diperlihatkan barang bukti tersebut untuk memastikan apakah benar barang itu yang dibawa atau dipanen olehnya. Langkah tersebut merupakan bagian dari pemeriksaan yang adil karena tersangka diberi kesempatan untuk membenarkan atau membantah hubungan dirinya dengan barang bukti.

6. Bagaimana penyidik memastikan bahwa keterangan tersangka diberikan secara bebas tanpa tekanan fisik maupun psikis?

Jawaban untuk dikonfirmasi (AIPDA Immanuel C. Hutauruk, S.H.): Pemeriksaan dilakukan tanpa tekanan fisik maupun psikis. Tersangka diberi waktu untuk menjawab pertanyaan dan tidak dipaksa mengakui perbuatan di luar yang diketahuinya. Keterangan tersangka diperoleh melalui tanya jawab, kemudian dituangkan dalam BAP sesuai jawaban yang diberikan. Prosedur tersebut diperlukan untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia dalam pemeriksaan.

7. Apakah penyidik melakukan pemeriksaan secara mandiri setelah tersangka diamankan oleh petugas keamanan perkebunan?

Jawaban untuk dikonfirmasi (AIPTU Hendrawan Sinulingga, S.H.): Meskipun tersangka diamankan oleh petugas keamanan perkebunan, penyidik tetap melakukan pemeriksaan ulang terhadap peristiwa tersebut. Penyidik tidak hanya menerima penyerahan tersangka dari pihak perkebunan, tetapi juga memeriksa saksi, barang bukti, lokasi kejadian, dan keterangan tersangka. Dengan demikian, penanganan perkara tetap berada dalam kerangka hukum acara pidana dan tidak hanya didasarkan pada tindakan sepihak pihak perkebunan.

8. Bagaimana legalitas administrasi penyidikan dijaga dalam pemeriksaan perkara tindak pidana perkebunan?

Jawaban untuk dikonfirmasi (Penyidik Polres Langkat): Setiap pemeriksaan dalam perkara tersebut didasarkan pada laporan polisi dan surat perintah yang sah. Pemeriksaan saksi dan tersangka dilakukan di kantor Polres Langkat serta dituangkan dalam BAP. Administrasi perkara menjadi bagian penting karena berkas penyidikan akan diteliti oleh jaksa penuntut umum sebelum perkara dilimpahkan ke tahap penuntutan.

9. Bagaimana hak atas penasihat hukum tetap dijamin ketika tersangka memilih diperiksa tanpa pendampingan?

Jawaban untuk dikonfirmasi (AIPDA Immanuel C. Hutauruk, S.H.): Walaupun tersangka tidak didampingi penasihat hukum, penyidik tetap menjelaskan hak-haknya dan tidak menghalangi apabila tersangka ingin menghadirkan penasihat hukum. Tersangka menyatakan bersedia diperiksa tanpa pendampingan karena merasa dapat menjelaskan sendiri kronologi kejadian. Pernyataan tersebut perlu dicatat sebagai bagian dari penerapan prosedur pemeriksaan yang transparan.

10. Bagaimana evaluasi penyidik terhadap penerapan due process of law dalam perkara ini?

Jawaban untuk dikonfirmasi (Penyidik Polres Langkat): Penerapan due process of law dilakukan melalui pemberitahuan hak, pemeriksaan saksi, pemeriksaan tersangka, pencatatan barang bukti, pembacaan ulang BAP, dan pemberian kesempatan kepada pihak yang diperiksa untuk membenarkan atau menambahkan keterangan. Namun, masih diperlukan peningkatan pemahaman tersangka terhadap bantuan hukum serta peningkatan koordinasi pembuktian dengan pihak perkebunan maupun instansi terkait.

B. Konstruksi Hukum yang Dibangun oleh Penyidik dalam Menetapkan Tersangka Tindak Pidana Perkebunan Dikaitkan dengan Prinsip Due Process of Law
11. Apa dasar awal yang digunakan penyidik untuk membangun konstruksi hukum perkara Nadio?

Jawaban untuk dikonfirmasi (Penyidik Polres Langkat): Dasar awal konstruksi hukum diperoleh dari laporan pihak perkebunan, penyerahan tersangka, keterangan petugas keamanan, serta barang bukti berupa tujuh tandan buah sawit. Namun, tersangka tidak serta-merta ditetapkan hanya karena adanya laporan. Penyidik terlebih dahulu memeriksa kesesuaian antara keterangan saksi, barang bukti, lokasi kejadian, dan keterangan tersangka.

12. Bagaimana penyidik membuktikan bahwa TBS sawit yang diamankan berkaitan dengan perbuatan tersangka?

Jawaban untuk dikonfirmasi (AIPTU Hendrawan Sinulingga, S.H.): Barang bukti berupa TBS sawit diperiksa melalui keterangan saksi yang melihat langsung tersangka membawa atau memanen buah sawit. Penyidik juga mencocokkan jumlah barang bukti dengan keterangan saksi dan tersangka. Pencocokan tersebut diperlukan agar konstruksi hukum tidak hanya bersandar pada tuduhan, tetapi pada fakta yang saling mendukung.

13. Bagaimana unsur tanpa izin dibuktikan dalam perkara tindak pidana perkebunan?

Jawaban untuk dikonfirmasi (AIPDA Immanuel C. Hutauruk, S.H.): Unsur tanpa izin dibuktikan dengan meminta keterangan dari pihak manajemen perkebunan dan petugas keamanan. Penyidik juga menanyakan langsung kepada tersangka apakah dirinya memiliki izin dari pihak PT Bahruny. Apabila tersangka mengakui tidak memiliki izin, keterangan tersebut diperkuat dengan keterangan pihak perkebunan dan barang bukti yang ditemukan.

14. Bagaimana penyidik membuktikan status lokasi kejadian dan batas areal perkebunan?

Jawaban untuk dikonfirmasi (IPTU Dr. Herman F. Sinaga, S.Sos., S.H., M.H.): Penentuan lokasi dilakukan berdasarkan keterangan saksi, petugas keamanan, dan pihak perkebunan. Apabila diperlukan, penyidik dapat meminta dokumen pendukung mengenai HGU atau batas areal perkebunan. Hal tersebut penting agar penyidik tidak keliru mengualifikasikan peristiwa yang mungkin terjadi di luar areal perkebunan sebagai tindak pidana perkebunan.

15. Apakah pengakuan tersangka menjadi satu-satunya dasar dalam penetapan tersangka?

Jawaban untuk dikonfirmasi (AIPDA Immanuel C. Hutauruk, S.H.): Keterangan tersangka hanya ditempatkan sebagai salah satu unsur pendukung. Penyidik tetap memerlukan keterangan saksi, barang bukti, dan keterangan pihak perkebunan untuk memastikan bahwa perbuatan tersebut benar terjadi. Prinsip kehati-hatian diterapkan agar penetapan tersangka tidak hanya didasarkan pada pengakuan yang mungkin diberikan karena tekanan situasi.

16. Bagaimana penyidik memastikan kecukupan alat bukti sebelum memproses atau menetapkan tersangka?

Jawaban untuk dikonfirmasi (Penyidik Polres Langkat): Sebelum menetapkan atau memproses tersangka, penyidik mempertimbangkan kecukupan alat bukti. Keterangan saksi keamanan yang melihat tersangka, keterangan pihak perkebunan mengenai kepemilikan hasil perkebunan, barang bukti TBS sawit, serta keterangan tersangka menjadi dasar yang saling berkaitan. Dengan demikian, konstruksi hukum dibangun secara berlapis dan bukan berdasarkan satu bukti tunggal.

17. Mengapa perkara tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana perkebunan dan bukan langsung sebagai pencurian biasa?

Jawaban untuk dikonfirmasi (Penyidik Polres Langkat): Perkara tersebut tidak langsung diposisikan sebagai pencurian biasa karena objek yang diambil merupakan hasil perkebunan yang berada dalam areal perusahaan perkebunan. Penyidik menggunakan Undang-Undang Perkebunan karena perbuatan tersangka berkaitan dengan larangan memanen atau memungut hasil perkebunan tanpa hak. Meskipun demikian, seluruh unsur tetap harus dipastikan melalui fakta pemeriksaan.

18. Bagaimana objektivitas penyidikan dijaga ketika laporan berasal dari pihak perusahaan perkebunan?

Jawaban untuk dikonfirmasi (Penyidik Polres Langkat): Walaupun laporan berasal dari pihak perkebunan, penyidik tetap menanyakan kepada tersangka alasan mengambil TBS sawit dan apakah tersangka mengetahui bahwa buah tersebut milik perusahaan. Penyidik juga menilai apakah lokasi kejadian jelas berada dalam areal perkebunan. Pemeriksaan tersebut dilakukan agar penyidikan tidak semata-mata menjadi alat perlindungan kepentingan perusahaan, tetapi tetap berada dalam koridor hukum pidana.

19. Bagaimana nilai kerugian dipertimbangkan dalam menentukan penanganan perkara yang proporsional?

Jawaban untuk dikonfirmasi (Penyidik Polres Langkat): Nilai kerugian bukan satu-satunya dasar dalam menentukan ada atau tidaknya tindak pidana. Hal yang lebih penting adalah terpenuhinya unsur perbuatan, objek hasil perkebunan, dan tidak adanya izin. Namun, penyidik juga dapat mempertimbangkan nilai kerugian, sikap tersangka, dan sikap pihak korban atau pelapor dalam menentukan kemungkinan penyelesaian yang lebih proporsional sesuai aturan yang berlaku.

20. Bagaimana hubungan konstruksi hukum penetapan tersangka dengan asas due process of law?

Jawaban untuk dikonfirmasi (AIPDA Immanuel C. Hutauruk, S.H.): Penetapan tersangka dilakukan setelah pemeriksaan terhadap saksi, tersangka, dan barang bukti. Prinsip due process of law diterapkan dengan memastikan kecukupan alat bukti, memberikan hak kepada tersangka untuk menjelaskan versinya, serta mencatat seluruh keterangan dalam BAP. Dengan demikian, konstruksi hukum penetapan tersangka tidak hanya bersifat formal, tetapi juga didasarkan pada pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan.

C. Kendala Yuridis dan Praktis yang Dihadapi Penyidik dalam Menerapkan Asas Due Process of Law pada Penyidikan Tindak Pidana Perkebunan
21. Apa kendala yuridis utama dalam membuktikan tindak pidana perkebunan?

Jawaban untuk dikonfirmasi (Penyidik Polres Langkat): Kendala utama adalah memastikan terpenuhinya unsur khusus dalam Undang-Undang Perkebunan. Penyidik tidak hanya menilai adanya pengambilan buah sawit, tetapi juga harus memastikan bahwa buah tersebut berasal dari areal perkebunan yang sah dan diambil tanpa izin. Pembuktian tersebut membutuhkan keterangan serta dokumen pendukung dari pihak perkebunan.

22. Mengapa pembuktian status areal perkebunan dapat memperlambat penyidikan?

Jawaban untuk dikonfirmasi (IPTU Dr. Herman F. Sinaga, S.Sos., S.H., M.H.): Pembuktian status areal perkebunan kadang menjadi kendala karena penyidik membutuhkan dokumen dari perusahaan atau instansi terkait. Apabila dokumen tidak segera tersedia, penyidik harus mengandalkan keterangan awal dari pihak perkebunan sambil tetap melengkapi dokumen pendukung. Kondisi tersebut dapat memperlambat penyidikan dan memengaruhi kepastian hukum perkara.

23. Bagaimana penyidik menjaga objektivitas ketika saksi utama berasal dari pihak perkebunan?

Jawaban untuk dikonfirmasi (AIPTU Hendrawan Sinulingga, S.H.): Saksi dari pihak perkebunan sering menjadi saksi utama karena merekalah yang menemukan atau mengamankan pelaku di lapangan. Penyidik tetap harus menjaga objektivitas dengan menanyakan kronologi secara rinci, mencocokkan keterangan antarsaksi, memperlihatkan barang bukti, dan meminta keterangan tersangka. Hal tersebut dilakukan agar BAP tidak hanya mencerminkan versi pelapor.

24. Bagaimana nilai kerugian yang relatif kecil dan kemungkinan penyelesaian restoratif memengaruhi penanganan perkara?

Jawaban untuk dikonfirmasi (Penyidik Polres Langkat): Meskipun nilai kerugian kecil, perkara tetap dapat diproses apabila pihak korban membuat laporan dan unsur pidana terpenuhi. Penyidik juga dapat mempertimbangkan sikap pelapor, pengakuan tersangka, riwayat perbuatan, serta kemungkinan penyelesaian lain sesuai ketentuan. Kendalanya, tidak semua pihak pelapor bersedia menyelesaikan perkara secara kekeluargaan atau restoratif.

25. Apa kendala penyidik dalam memastikan tersangka memahami hak atas bantuan hukum?

Jawaban untuk dikonfirmasi (AIPDA Immanuel C. Hutauruk, S.H.): Penyidik telah memberitahukan hak tersangka untuk didampingi penasihat hukum, tetapi tersangka menyatakan bersedia diperiksa tanpa pendampingan. Kendalanya, tidak semua tersangka memahami manfaat penasihat hukum. Oleh karena itu, penyidik harus menggunakan bahasa sederhana dan memastikan tersangka memahami pertanyaan, status hukumnya, serta konsekuensi dari keterangan yang diberikan.

26. Apakah beban kerja, keterbatasan personel, dan waktu memengaruhi penerapan due process of law?

Jawaban untuk dikonfirmasi (Penyidik Polres Langkat): Beban perkara di kepolisian cukup banyak sehingga penyidik harus membagi waktu antara pemeriksaan, pemberkasan, koordinasi dengan jaksa, dan kegiatan lapangan. Dalam kondisi tersebut, penyidik tetap berusaha menjaga prosedur pemeriksaan sesuai hukum acara pidana. Namun, keterbatasan jumlah personel dan waktu dapat menjadi hambatan dalam menerapkan due process of law secara ideal.

27. Bagaimana pemahaman masyarakat sekitar perkebunan menjadi kendala dalam penanganan perkara?

Jawaban untuk dikonfirmasi (Penyidik Polres Langkat): Salah satu kendala di lapangan adalah adanya masyarakat yang menganggap mengambil buah sawit tertentu sebagai hal biasa, terutama apabila buah tersebut berada dekat permukiman atau jalan kebun. Penyidik harus menjelaskan bahwa apabila buah berasal dari areal perusahaan dan diambil tanpa izin, perbuatan tersebut dapat diproses hukum. Namun, konteks dan bukti tetap harus dinilai secara cermat.

28. Apa kendala pemberkasan ketika jaksa memberikan petunjuk agar berkas penyidikan dilengkapi?

Jawaban untuk dikonfirmasi (Penyidik Polres Langkat): Salah satu kendala dalam pemberkasan adalah memenuhi petunjuk jaksa apabila berkas dinilai belum lengkap. Jaksa dapat meminta penjelasan tambahan mengenai status lahan, nilai kerugian, hubungan barang bukti dengan pihak perkebunan, atau kronologi penangkapan. Penyidik harus melengkapi hal tersebut agar konstruksi perkara menjadi lebih kuat.

29. Bagaimana kendala koordinasi dengan perusahaan atau instansi terkait dalam memperoleh dokumen teknis?

Jawaban untuk dikonfirmasi (Penyidik Polres Langkat): Koordinasi dengan pihak perusahaan biasanya lebih mudah karena perusahaan berkepentingan melaporkan perkara. Namun, apabila diperlukan dokumen teknis seperti batas HGU atau data legalitas lahan, penyidik dapat membutuhkan waktu tambahan. Hambatan tersebut dapat memengaruhi kecepatan penyidikan, tetapi verifikasi tetap harus dilakukan agar perkara tidak lemah secara pembuktian.

30. Apa upaya penyidik untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pelapor dan perlindungan hak tersangka?

Jawaban untuk dikonfirmasi (Penyidik Polres Langkat): Kendala yang paling dominan adalah menjaga keseimbangan antara tuntutan pelapor agar perkara segera diproses dan kewajiban penyidik untuk tetap memeriksa perkara secara objektif. Penyidik harus menjelaskan kepada pelapor bahwa proses hukum membutuhkan pembuktian, sedangkan kepada tersangka penyidik harus menjelaskan hak dan kewajibannya selama pemeriksaan.

Catatan akademik: Dokumen ini disusun ulang berdasarkan 30 paragraf yang dalam skripsi disebut sebagai “draf hasil wawancara” atau “hasil wawancara untuk dikonfirmasi”. Oleh karena itu, jawaban di atas bukan transkrip verbatim yang telah terverifikasi dan perlu dibaca serta dikonfirmasi oleh narasumber sebelum digunakan sebagai lampiran hasil wawancara final.
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